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CRIMINAL POLICY PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI 

KOTA METRO 
(Studi Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam 

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro) 

 

Abstrak 

 

Elya Wulan Septiani 

NPM. 1902031003 

 
Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan dengan berbagai cara 

yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak 

diharapkan korban sehingga menimbulkan reaksi negatif. Pelecehan seksual 

sebagai bentuk kekerasan seksual sangat bertentangan dengan Hak Asasi 

Manusia. Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus 

dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi 

Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif, yakni proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Metode 

yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berfikir induktif. 

Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara dengan Ibu Astri Lyana, S.H 

selaku Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Bapak 

Hendra Tariyus, S.H, Ibu Qory Wulandari, S.H, Ibu Mariza Fitria, S.H selaku 

Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro, dan 

juga Ibu Nefi Linda bagian SDM Polre Metro. Sumber sekunder yang dilakukan, 

mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, 

Undang-Undang, Skripsi, dan sebagainya.  

Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya terdapat kendala-kendala yang 

menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pelecehan 

seksual pada anak di Polres Metro. Namun dengan 

kendala yang dihadapi tersebut Polres Metro telah berupaya 

untuk melakukan perlindungan atau penegakan hukum terhadap anak korban 

pelecehan seksual. Perlindungan atau penegakan hukum terhadap anak korban 

pelecehan seksual di Kota Metro dapat dilakukan dengan cara bagaimana Polres 

Metro menilai keterangan anak korban pelecehan seksual sesuai dengan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

 

Kata Kunci : Criminal Policy, Pelecehan Seksual, Anak. 
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MOTTO 

 

ى يَ اأْ مُ أْ يَ اِى يَ اأْى  اِ
ى اأْ يَ أْ يَ اۤ ى اِ ى اأْ مُ أْ بٰ ى يَ يَ أْ بٰ ى يَ اِ  اِ

ى يَ اِ أْ يَ اۤ اِ أْ يَ ااِ ى يَ اأْ ااِ ى اِ اأْ يَ أْ  مُ مُ
يَى يَ أْ
ى اللّٰهَبٰ ى اِانَّ مأْ ظمُ مُ ى يَ اِ ياِ  يَغأْ

ايَى ى يَ يَ نَّ مُ أْ مأْ  ايَ يَ نَّ مُ

Artiya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) 

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 

(Q.S. An-Nahl: 90) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan dengan berbagai cara 

yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak 

diharapkan korban sehingga menimbulkan reaksi negatif.
1
 Tindak pidana 

pelecehan seksual adalah tindak pidana yang tidak ada henti-hentinya, bahkan 

biasanya pelaku merupakan orang yang dikenal korban seperti tetangga 

ataupun kerabat.
2
 Tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada 

perempuan saja, akan tetapi bisa terjadi pada siapa saja, baik laki-laki ataupun 

perempuan bahkan tidak sedikit yang terjadi pada anak. Oleh karena itu, 

mendapatkan perlindungan hukum atas kasus pelecehan seksual adalah hak 

semua orang. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak 

segala bangsa. Meskipun kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada 

perempuan, akan tetapi kebanyakan korban pelecehan seksual adalah 

perempuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan. 

Tercatat dalam kurun waktu dua tahun terakhir, kasus pelecehan seksual 

mengalami peningkatan khususnya pada kekerasan seksual, karena pelecehan 

seksual itu bentuknya bermacam-macam. Berdasarkan data-data yang 

                                                           
1
 Irawan, A. & Virgistasari, A.(2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari 

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Media of Law and Sharia. 3(2). 107-123 
2
 Nurul K.S, 2022, Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di 

Polres Lombok Utara). 



2 

 

terkumpul dari lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan 

sebanyak 8.234 kasus, diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri menempati 

peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 

kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan 

terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%). Kekerasan terhadap 

perempuan berikutnya adalah di ranah komunitas/publik sebesar 21% (1.731 

kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 

kasus (55%) yang terdiri dari pencabulan (166 kasus), pemerkosaan (229 

kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak (5 kasus), dan 

sisanya adalah percobaan pemerkosaan dan kekerasan seksual lain. 

Dari data yang tertera dapat dilihat bahwa korban pelecehan seksual yang 

terjadi tidak hanya pada perempuan saja tetapi juga terjadi pada anak.
3
 Dengan 

demikian sudah sepatutnya anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, 

keluarga, masyarakat dan negara.
4
 Perlindungan adalah segala upaya 

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada 

saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan.
5
 

                                                           
3
 Komnas Perempuan, (2021), Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan 

Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-

19, Catahu 2021: Catatn Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan,  (Jakarta). 
4
 Nurul K. S, 2022, Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di 

Polres Lombok Utara). 
5
 Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU 

Nomor 12 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792. 
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Sebagaimana kita ketahui bahwa hak asasi anak telah dijamin dan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

Selain Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, di Polres kota Metro 

memiliki landasan hukum atau peraturan dalam penegakan hukum yang 

dialami korban pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
6
 Lebih lanjut pengaturan hak-

hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus dalam pasal 1 ayat (12) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 

disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, 

pemerintah dan pemerintah daerah.
7
 

Terkait dengan adanya peraturan yang berlaku mengenai Hak Asasi 

Manusia dan Perlindungan Anak yang saling berkaitan maka pelecehan seksual 

sebagai bentuk kekerasan seksual sangat bertentangan dengan Hak Asasi 

Manusia.
8
 Oleh karena itu Kepolisian tentunya memiliki peran penting dalam 

menurunkan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, dengan demikian 

                                                           
6
 Wawancara dengan Ibu Astri Lyana, S.H yang merupakan Kepala Unit (KANIT) 

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 25 November 2022. 
7
 Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 

2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5606. 
8
 Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 

1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3886. 
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berdasarkan fungsi penegak hukum Kepolisian Resor Kota Metro tentunya 

harus memiliki kebijakan atau upaya dalam menangani kasus plecehan seksual 

tersebut untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta melakukan 

penegakan hukum.
9
 Kepolisian Republik Indonesia terbagi atas Polda (Polisi 

Daerah) dan Polres (Polisi Resor).
10

 Kepolisian Negara Republik Indonesia 

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung 

tinggi Hak Asasi Manusia.
11

 Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka 

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dari beberapa bentuk pelecehan seksual terhadap anak, Pada tahun ini 

kasus pencabulan menempati urutan pertama yaitu 412 kasus. Tindak Pidana 

Pencabulan yang didefinisikan “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi 

kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba 

buah dada, dan lain sebagainya.”
12

 Dengan demikian, pengertian pencabulan 

                                                           
9
 Ni Putu Rai Yuliartini, et.al., 2021, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. 367. 
10

 Akhmad Pancarudin, (2019), Pengaruh Citra Kepolisian dan Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Masyarakat Pada Polres Metro, Jurnal Simplex, 2(2). 
11

 Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

UU Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. 
12

 R Soesilo, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). 
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sendiri lebih merupakan serangan seksual yang bersifat fisik, namun tidak 

sampai terjadi penetrasi. Namun juga tindak pidana pencabulan dalam 

keberlakuannya digunakan sebagai pasal subsidaritas tindak pidana 

pemerkosaan sulit dibuktikan. Jenis kekerasan seksual lainnya adalah 309 

kasus pemerkosaan, 220 kasus pelecehan seksual, 215 kasus inces dan 57 kasus 

marital rape.
13

 

Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Metro, berdasarkan Pra-Survei 

dan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Astri Lyana, S.H pada 

tanggal 25 November 2022, beliau adalah Kepala Unit (KANIT) Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro. Beliau 

menjelaskan bahwa terdapat 19 kasus pelecehan seksual yang terjadi selama 

dua tahun terakhir. Dari 19 kasus tersebut, terdapat kasus yang mengalami 

hambatan, yaitu kasus yang dialami oleh seorang anak di bawah umur, dengan 

perkara persetubuhan dan perbuatan cabul. Dalam menyelesaikan kasus 

tersebut Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro 

menggunakan tahap penyelidikan dan penyidikan.
14

 Proses penyelidikan dan 

penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum pidana.
15

 Dalam 

mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau, 

diperlukan adanya cara khusus karena semakin lama kejadian tersebut, maka 

                                                           
13

 Komnas Perempuan, (2021), Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan 

Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di 

Tengah Covid-19, Catahu 2021: Catatn Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan,  (Jakarta). 
14

 Wawancara dengan Ibu Astri Lyana, S.H yang merupakan Kepala Unit (KANIT) 

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 25 November 2022. 
15

 Andi Sofyan dan Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, cetakan 

pertama, hlm. 83. 
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semakin sukar bagi penyidik untuk mengungkap kebenaran atas keadaan-

keadaan itu.
16

 

Akan tetapi dalam menyelesaikan kasus tersebut pihak penyidik 

mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya saksi yang 

melihat pada saat kejadian dan tidak adanya saksi yang pernah mendengar 

cerita dari korban.
17

 Sedangkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan Keterangan 

Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. 

Hal ini berarti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan 

bahwa pengaduan dari korban sudah merupakan alat bukti.
18

 

Dari uraian kasus tersebut, kita memerlukan upaya yang tepat untuk 

menanganinya, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh 

dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik 

kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan antara upaya 

penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.
19

 Dalam artian 

penanganan kejahatan dapat diselesaikan dengan kebijakan hukum pidana dan 

juga non-pidana. Non-penal yang dimaksudkan adalah upaya pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan melalui pendekatan nilai atau kebijakan yang 

diterapkan diluar hukum yang berlaku. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui 

                                                           
16

 Putu Prashanti Vahini Kumara & Yohanes Usfunan, Tinjauan Yuridis Terhadap Gelar 

Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Di Indonesia. 
17

 Wawancara dengan Ibu Mariza Fitria, S.H yang merupakan BA Uni Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 31 November 2022. 
18

 Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU 

Nomor 12 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792. 
19

 Barda Nawawi Arief, (2010), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana. h. 6. 
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bagaimana upaya yang dilakukan Polres Metro dalam pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan pelecehan seksual yang terjadi melalui kebijakan 

non-penal atau pendekatan nilai.  

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, mendorong peneliti untuk 

mengkaji lebih jauh penelitian skripsi yang berjudul “Criminal Policy 

Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Metro (Studi Pada Implementasi 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Upaya Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Di Polres Kota Metro)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka akan 

dibahas : 

1. Bagaimana pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menilai keterangan korban 

pelecehan seksual. 

2. Bagaimana upaya Polres Metro dalam menilai keterangan anak korban 

pelecehan seksual. 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menilai 

keterangan korban pelecehan seksual. 

b. Untuk mengetahui upaya Polres Metro dalam menilai keterangan anak 

korban pelecehan seksual. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini untuk mengemukakan pernyataan bahwa 

penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis 

maupun kegunaan praktis sebagaimana peneliti uraikan sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan 

sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum, terutama 

dalam kaitannya dengan Criminal Policy Pelecehan Seksual Terhadap 

Anak Di Kota Metro. Dimana criminal policy yang diangkat adalah 

upaya pendekatan yang dilakukan oleh Polres Metro dalam menangani 

kasus pelecehan seksual melalui pendekatan nilai atau kebijakan yang 

dilakukan baik secara penal maupun non-penal. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk dapat 

memperhatikan lebih dalam masyarakat daerah akan perihal apa yang 

menjadi masalah dilapangan kaitan nya dengan Criminal Policy 

Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Metro. 

 

D. Penelitian Relevan 

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

1. Ni Putu Rai Yuliartini, et.al., 2021, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. 
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Penelitian ini menganalisis upaya/cara memberikan pendampingan 

psikologis, memberikan bantuan hukum, dan pendampingan hukum 

terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak.
20

 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya yaitu sama-sama 

meneliti terkait bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban 

pelecehan seksual. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas terkait 

penanganan korban kekerasan seksual berbasis gender salah satunya melalui 

psikolog, sedangkan penelitian penulis membahas terkait kebijakan 

pencegahan dan penanggulangan korban pelecehan seksual. 

2. Nurul K. S, 2022, Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak (Studi Di Polres Lombok Utara). Penelitian tersebut membahas upaya 

pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan kekerasan seksual 

terhadap anak.
21

 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya adalah sama-sama 

meneliti terkait pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada pencegahan 

tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Sedangkan penelitian penulis 

lebih menekankan bagaimana upaya Polres Metro dalam menilai pengakuan 

                                                           
20

 Ni Putu Rai Yuliartini, et.al., 2021, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. 
21

 Nurul K. S, 2022, Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di 

Polres Lombok Utara). 
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anak korban pelecehan seksual dan juga kebijakan yang dilakukan secara 

non-penal. 

3. Siti Dwi Marwayanti, (2015), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 

Pelecehan Seksual. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

upaya untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadiya pelecehan 

seksual.
22

 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya adalah sama-sama 

meneliti terkait upaya yang dilakukan dalam penegakkan hukum terhadap 

kasus pelecehan seksual. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian 

terdahulu lebih terfokus pada upaya penanggulangan faktor-faktor penyebab 

terjadinya pelecehan seksual. Sedangkan penelitian penulis akan membahas 

kebijakan atau upaya polres Metro dalam upaya melindungi korban 

pelecehan seksual anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Siti Dwi Marwayanti, (2015), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan 

Seksual. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep dan Teori Criminal Policy 

Prof. Sudarto, S.H., mengemukakan tiga arti terkait kebijakan kriminal, 

yaitu: 

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar 

dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, 

termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui 

perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk 

menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 

Pada kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa 

politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari suatu masyarakat 

untuk menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang 

merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by 

society”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter 

Hoefnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational 

organization of the social reaction to crime”. Berbagai definisi lainnya yang 

dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah: 

1. Criminal policy is the science of responses. 

2. Criminal policy is the science of crime prevention. 

3. Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime. 
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4. Criminal policy is a rational total of the responses to crime.
23

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan 

kriminal (criminal policy) terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral 

dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (social walfare). 

Jadi intinya yang dimaksud dengan Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) 

adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya 

kompetensi untuk menanggulangi kejahatan. 

Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (criminal policy) 

dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem 

penyusunan perundang-undangan : 

1. Pertama, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang 

eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap 

formulasi atau legislasi. 

2. Kedua, Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan 

yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif. 

3. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi 

pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.
24

 

                                                           
23

 Barda Nawawi Arief, (2010), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana. 
24

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75. Dapat juga dilihat pada Muladi, Kapita 

Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995, 

dijelaskan bahwa Tahap Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu menentukan sesuatu perbuatan 

diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan, Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu 

penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan 

hingga pemeriksaan di persidangan dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana; dan 

Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara 

konkret. 
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Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat 

ditempuh dengan: 

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application). 

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment). 

3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat mass media. 

Menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana 

diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented 

approach) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan 

yang berorientasi pada nilai (value judgment approach). Upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat 

“repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan 

terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat 

“preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan 

terjadi. Tujuan kebijakan kriminal yang dikemukakan dalam Summary Report 

dari 34 Internasional Training Course yang diselenggarakan oleh UNAFEI 

tahun 1973: 

“Most of the group members agreed after discution that protection of the 

society could be accepted as the final goal on criminal policy, although 

not the ultimate aim of society, which mighat perhaps be describeb by 

term like. social happiness of the citizens, “a sholeson and cultural 

living” 127 welfare or equalty”.
25

 

 

                                                           
25

Barda Nawawi Arief, (2010), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana.hal 37-42. 
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Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya 

adalah penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah sosial.
26

 Dengan demikian dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar 

mengenai kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan 

masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat, sehingga dalam rangka 

melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu 

kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal 

(criminal policy).
27

 

 

B. Konsep Implementasi Kebijakan 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu 

aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan 

penggunaan sarana (alat) untuk meperoleh hasil. Maka kata implementasi 

kebijakan dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan 

suatu kebijakan yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana 

(alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses 

kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis 

dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai 

tahapan yang bersifat teoritis. 

                                                           
26

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, 

Bandung, 1992, hlm. 9. 
27

 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum 

Di Indonesia, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h. 54. 
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Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang 

mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks 

bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai 

kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi 

tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli 

studi kebijakan Eugene Bardach (dalam Agustino, 2008), yaitu: 

"adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan 

umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi 

merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang 

kedengarannya mengenakan telinga para pemimpin dan para 

pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk 

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua 

orang termasuk mereka anggap klien”. 

 

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam 

bukunya Implementation and Publik Policy (1983) mendefinisikan 

Implementasi Kebijakan sebagai: 

"Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 

secara yang tegas tujuan atau sasaran ingin dicapai, dan berbagai 

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasinya”. 

 

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008), 

mendefinisikan implementasi kebijakan: 

"Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu 

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan" 
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Dari tiga definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: 

a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 

b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan 

c. Adanya hasil kegiatan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 

melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan 

itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester 

dan Stewart Jr (dalam Agustino, 2008) dimana mereka katakan bahwa 

implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan 

suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan 

pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang 

diutarakan oleh Grindle (dalam Agustino, 2008) sebagai berikut: 

"Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari 

prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program 

sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action 

program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan 

program tersebut tercapai" 

 

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang 

sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui 

prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat 
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keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief 

J. O. Udoji (dalam Agustino, 2008) dengan mengatakan bahwa: 

"Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan 

mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. 

Kebijakan-kebijakan hanya akan sekadar berupa impian atau 

rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan" 

 

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi 

kebijakan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah 

kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan 

kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung 

logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-

alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat 

konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika 

bottom-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik 

atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian 

dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk 

ditetapkan. 

Proses administratif yang dilakukan oleh unit-unit administratif pada 

setiap level pemerintahan disejalankan dengan tipe-tipe kebijakan yang telah 

ditetapkan. Tipe-tipe kebijakan tersebut dapat bersifat: distributive, 

regulatory, selfregulatory, re-distributive” Anderson dan Ripley (dalam 

Tachjan, 2006). Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang 

bersifat alokatif, yaitu tindakan yang menggunakan masukan sumber daya 

yang berupa uang, waktu, personil, dan alat. Menurut Dunn (dalam Tachjan, 
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2006) tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam 

“Policy inputs and policy process” Policy inputs berupa masukan sumber 

daya, sedangkan policy process bertalian dengan kegiatan administratif, 

organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam 

hasil-hasil (outputs) dan dampak (impact) kebijakan. 

 

2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan 

Menurut Abdullah dan Smith (dalam Tachjan, 2006), unsur-unsur 

implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah: 

a. Unsur Pelaksana 

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 

kebijakan adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada 

setiap tingkat pemerintahan. Smith (dalam Tachjan, 2006) menyebutnya 

dengan istilah “implementing organization”, maksudnya birokrasi 

pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan 

kebijakan. 

b. Program 

Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi 

program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (dalam Tachjan, 

2006) bahwa: “Implementation is that set of activities directed toward 

putting a program into effect”. Program-program yang bersifat 

operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat 

dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya 

berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh 
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pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi 

sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur 

kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. 

Sehubungan dengan program ini, Terry (dalam Tachjan, 2006) 

mengemukakan bahwa: 

“A program can be defined as a comprehensive plan that 

includes future use of different resources in an integrated 

pattern and established a sequence of required actions and time 

schedules for each in order to achieve stated objectives. The 

makeup of a program can include objectives, policies, 

procedures, methods, standards, and budgets”. Maksudnya, 

bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif 

yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan 

dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut 

menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, 

dan budget. 

c. Target Group 

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau 

organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau 

yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan 

dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang 

ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat 

mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang 
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diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan 

(program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang 

dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti: besaran kelompok 

sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan 

sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. 

Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh 

lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun 

lingkungan sosial-budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor 

komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh 

kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi 

titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. 

Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses 

komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas 

implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang 

digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok 

sasaran akan sangat berperan.
28

 

 

C. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelecehan seksual 

adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, 

menghinakan kaum perempuan.
29

 Pelecehan seksual ialah bentuk kekerasan 
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29
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yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.
30

 Pelecehan 

seksual merupakan kejahatan kesusilaan dengan berbagai cara yang mengarah 

pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan 

korban sehingga menimbulkan reaksi negatif. Tindakan tersebut bisa melalui 

sentuhan fisik ataupun non-fisik yang dilakukan secara sengaja atau berulang-

ulang, perbuatan ini bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai 

korban.
31

 

Adapun pelecehan seksual menurut peraturan yang berlaku di Indonesia 

tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan 

yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
32

 

 

D. Konsep Anak Menurut Hukum 

1. Pengertian Anak 

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip 

dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, 

anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda 
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fisik yang konkret bahwa seseorang telah dewasa.
33

 Sedangkan dalam 

psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari 

perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis dan 

kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan 

mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang 

diasosiasikan dengan istilah anak.
34

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang 

yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat 

tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif Undang-

Undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan 

belas) tahun. Adapun batas usia anak dalam Undang-Undang adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun 

bagi laki-laki. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 

mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. 

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak 

mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 

berusia delapan tahun, tetapi belom mencapai 18 tahun dan belum pernah 

kawin. 
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d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun 

dan belum pernah kawin. 

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

membolehkan anak bekerja 15 tahun.
35

 

2. Anak Menurut Hukum Islam 

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. 

Anak merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala 

bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Anak adalah Amanat 

Allah yang wajib ditangani secara benar.
36

 Sebab dalam dirinya melekat 

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu titipan Allah SWT kepada 

kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran 

Islam yang kelak akan memakmurkan dunia. Pengertian ini melahirkan hak 

anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi 

amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan 

negara. 
37

 

Ulama Islam telah menjelaskan melalui ilmu fikih dan ushul fikih, 

dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu Mumayiz dan 

Ghairu Mumayiz. Mumayiz adalah seorang anak yang dapat membedakan 
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 M Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: 

Mitra Pustaka,2005),hlm. 361. 
37

 Nur Laila Harun. “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-

Undangan”. Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, Jakarta, 2018; 14 (1). 



24 

 

sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian Ghairu Mumayiz adalah 

anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk.
38

 Secara umum, 

seorang anak yang Mumayiz telah kelihatan peran akalnya, sehingga ia 

mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang baik dan yang 

buruk serta bisa membedakan yang dapat memberikan manfaat atau 

mudarat. 

Masa Mumayiz bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun 

sampai datangnya masa balig yaitu dengan datangnya haid untuk seorang 

perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau berlaku 

pernikahan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ulama fikih telah 

menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah sembilan tahun dan bagi 

anak laki-laki adalah dua belas tahun. Namun apabila sampai umur lima 

belas tahun belum juga datang tanda balig bagi anak laki-laki dan 

perempuan, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas maksimal masa 

Mumayiz dan mereka sudah dianggap balig.
39

 

Para ulama ada berbeda pendapat dalam penentuan usia anak yang 

dikenakan beban pidana ke atasnya. Ada tiga pendapat yang banyak diambil 

oleh para ulama tentang hal tersebut, yaitu: 

a. Mazhab Syafi’i dan Hambali. 

Para ulama mazhab Syafi’i dan ulama Hambali berpendapat bahwa 

bila seorang anak laki-laki dan perempuan telah sempurna berusia 15 
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tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan 

yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah 

balig. 

 

b. Mazhab Hanafi 

Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-

laki yang di pandang balig ketika usianya 18 tahun. Sebagaimana yang 

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kedewasaan anak laki-laki adalah dari usia 

18 tahun. Berbeda dengan anak perempuan di mana perkembangan dan 

peningkatan dari aspek fisikal dan kematangannya adalah lebih cepat dari 

anak laki-laki. oleh sebab itu usia awal kedewasaanya dikurangi satu 

tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. 

 

c. Jumhur Ulama 

Adapun kebanyakan ulama atau jumhur ulama fikih di dunia ini 

telah berpendapat tentang perubahan yang berlaku atas anak yang sudah 

balig yaitu ketika umur mereka sudah sampai 15 tahun.
40

 

 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 98 ayat (1), 

batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan.
41
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3. Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak. 

Di Indonesia, batasan usia anak didasarkan menurut hukum pidana, 

hukum perdata dan hukum Islam. Mengikut Undang-Undang kotemporer 

secara nasional di Indonesia antaranya menjelaskan bahwa anak adalah 

seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.
42

 

Menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur 

muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk 

keadaan sekitarnya.
43

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
44

 Adapun yang dimaksud 

dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan pemenuhan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
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martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan 

dan diskriminasi.
45

 

 

E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara langsung 

dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, 

pengayom dan pembimbing masayarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan 

ketaatan pada hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13, Polri bertugas: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

2. Menegakkan hukum. 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Disamping banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, polisi juga memiliki wewenang, diantaranya: 

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 
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5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

9. Mencari keterangan dan barang bukti; 

10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 

15 ayat (1) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia). 

 

Selain wewenang umum, kepolisian juga memiliki wewenang dalam 

menyelenggarakan tugas dalam proses pidana, hal ini seperti yang tercantum 

dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Adapun wewenang 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan 
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3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat. 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

8. Mengadakan penghentian penyidikan. 

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 

tindak pidana. 

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 

16 ayat (1) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.
46

 

Adapun tugas Polri dalam kaitannya dengan pelecehan seksual tersebut, 

agar tidak terus berangsurnya kejahatan seksual maka Kepolisian memiliki 
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fungsi dan tugas sesuai dengan UU yang telah di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 

13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu, memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

jenis penelitian yang akan dilakukan pada lokasi penelitian atau lokasi yang 

telah dipilih untuk diteliti secara objektif mengenai hal yang terjadi pada 

lokasi tersebut.
47

 Peneliti menggunakan jenis ini agar dapat mencari data di 

lapangan secara detail dan terperinci dari pihak yang bersangkutan secara 

langsung. Dalam hal ini lokasi objek penelitian berada di Polres Kota Metro. 

Peneliti melakukan penelitian di Polres Kota Metro karena untuk 

memperoleh data-data terkait kasus pelecehan seksual yang masuk ke Polres 

Metro sebagai sumber data untuk menyelesaikan penelitian. 

 

2. Sifat Penelitian 

Berdasarkan dari judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud 

mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala 

tertentu.
48

 Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang 
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ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, 

dan menginterpretasi.
49

 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya 

mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan dalam 

penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Kota Metro. 

 

B. Sumber Data 

Sumber Data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat 

diperoleh.
50

 Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber  data primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  

memberikan  data  pada  pengumpulan  data.
51

 Pada penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer yaitu Ibu Astri Lyana, S.H selaku Kepala Unit 

(KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota 

Metro, Bapak Hendra Tariyus, S.H, Ibu Qory Wulandari, S.H, Ibu Mariza 

Fitria, S.H selaku Banit PPA Satreskrim Polres Kota Metro, dan juga Ibu 

Nefi Linda bagian SDM Polre Metro. 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 
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lewat dokumen.
52

 Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi data 

yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan, jurnal hukum, karya ilmiah tentang hukum dan bahan-bahan 

lainnya seperti data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang 

diwawancarai.
53

 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-

terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena 

jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung 

penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.
54

 Mengenai hal ini, 

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Astri Lyana, S.H 

selaku Kepala Unit (KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 
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Satreskrim Polres Kota Metro, Bapak Hendra Tariyus, S.H, Ibu Qory 

Wulandari, S.H, Ibu Mariza Fitria, S.H selaku Banit PPA Satreskrim Polres 

Kota Metro, dan juga Ibu Nefi Linda bagian SDM Polre Metro. 

 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data dari objek maupun subjek yang 

diteliti.
55

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

criminal policy pelecehan seksual terhadap anak di Kota Metro. Adapun 

dokumentasi yang diperoleh berupa data kasus pelecehan seksual pada anak 

yang masuk di Polres Kota Metro. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah 

dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.
56

 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode 

berpikir induktif. Berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam 

berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Induktif adalah suatu 
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proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual 

untuk menurunkan suatu kesimpulan.
57
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Polres Metro 

Kedatangan kolonis pertama di daerah Metro pada hari Sabtu, 4 April 

1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang 

sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian 

pada hari Sabtu, 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah 

pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan 

kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang 

demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonispun 

semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang. 

Perkembangan penduduk Metro yang pesat, maka Metro dijadikan tempat 

kedudukan Asisten Wedana dan sebagai pusat pemerintahan Onder District 

Metro. Sebagai Asisten Wedana (Camat) yang pertama adalah Raden Mas 

Sudarto. 

Mengenai nama Metro, seorang kolonis mengatakan berasal dari kata 

“Mitro” yang artinya keluarga, persaudaraan atau kumpulan kawan-kawan. 

Adapula yang mengatakan Metro berasal dari “Meterm” (Bahasa Belanda) 

yang artinya “pusat atau centrum” atau central, yang maksudnya merupakan 

pusat/sentral kegiatan karena memang letaknya berada ditengah-tengah. 

Pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi 

ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk daerah 
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pemukiman, daerah pertanian, tempat-tempat perdagangan, jaringan jalan 

raya, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan 

saluran irigasi, untuk perkantoran, lapangan, taman-taman dan bahkan rute 

pembuangan air hujan. Dengan kata lain, Pemerintah Kolonial Belanda telah 

menggariskan “land use planning” daerah. 

Sebelum terbentuknya Komres pelayanan Kamtibmas dan penanganan 

hukum kepada masyarakat, dibawah komando wilayah Kepolisian 61 

Lampung dengan nama Kowil Kepolisian 61 Lampung dan pada tahun 1954 

terbentuklah Komres untuk jajaran Kowil Kepolisian 61 Lampung salah 

satu diantara adalah Komres 613 Lampung tengah yang menginduk di 

bawah Kowil Kepolisian 61 Lampung dan Komdak  VI Sumatera Selatan. 

Pada tahun 1978 penyebutan Komres mengalami perubahan menjadi 

Kores dan tingkat kecamatan menjadi Kosek dan Letnan Kolonel Polisi 

Masrul Salim (Tahun 1976-1980) yang pada saat itu selaku Danres 

kemudian di lanjutkan oleh Letnan Kolonel Polisi R. Soeratman (Tahun 

1980-1982). Seiring dengan perjalanan waktu, penyebutan nama dari Kores 

kembali mengalami perubahan menjadi Polres dan Kosek menjadi Polsek 

pada jajaran pada tahun 1983 yang pada saat itu dipimpin oleh Letnan 

Kolonel Polisi Rijanto Radjiman pada tahun 1982-1984. 

Sebelumnya keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai Daerah 

Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 

1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II Propinsi Lampung 

merencanakan untuk memekarkan 4 Dati II (1 Kotamadya dan 3 kabupaten) 
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menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang 

diinginkan itu akhirnya baru terpenuhi dengan diresmikannya Kotamadya 

Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) 

berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 

1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza 

Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way 

Kanan dan Kabupaten Lampung Timur. 

Dalam perkembangannya Polres Lampung tengah mengalami 

pemisahan wilayah hukum berdasarkan surat keputusan kapolri No. Pol : 

kep / 30 / VI / 2004 tanggal 30 juni 2004, tentang pembentukan 109 polres 

dengan status polres persiapan, maka terbentuk polres lampung tengah dan 

lampung timur dengan status sebagai polres persiapan. Sementara untuk 

Polres Metro menjadi Polres induk dengan type B1 dengan membawahi 5 

(lima) Polsek dan luas wilayah metro menjadi 61,79 km2  dengan jumlah 

penduduk +150.772 jiwa, wilayah hukum Polres Metro terdiri dari : 

a. Polsek Metro Pusat 

b. Polsek Metro Timur 

 

c. Polsek Metro Utara 

 

d. Polsek Metro Barat 

 

e. Polsek Metro Selatan
58
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2. Struktural Polres Metro 

Gambar 1.1. Struktural Polres Metro 
 

 
 

Kapolres : Heri Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.I.K 

Wakapolres : Kompol Maryadi, S.H., M.H 

Kasi Was : IPTU Triono Absoni 

Kasi Propam : AKP Sulaimi 

Kasi Humas : AKP Suliyani, SIP 

Kasi Kum : AKP M. Taufik 

Kasi Tik : IPTU M. Iqbal 

Kasi Um : Penda Erliyanto, S.H 

Kabag OPS : Kompol Zulkifli, S.Pd. 

Kasubbag Binops : AKP Dirhamudin 

Kasubbag Dalops : AKP Nedi Herman, S.H., M.M 

Kasubbag Kerma : - 

Kabag Ren : Kompol Langgeng Toto S, S.H. 

Kasubbag Stra/KMKN dan RB : - 

Kasubbag Ren Program : Penata Emi Nazoriyah 

Kasubbag Dal Program : - 

Kabag SDM : AKP Winnani Roniyus Putri, S.H., M.M 

Kasubbag Binkar : Penata TK. I Siti Zubaidah, S.E 
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Kasubbag Watpers : AKP Padil A. Rohim, S.Sos., M.H 

Kasubbag Dalpers : IPTU Herjoni 

Kabag Log : Kompol Rusdi 

Kasubbag Bekpal : IPTU Bowo Pujo Santoso 

Kasubbag Faskon : - 

KA SPKT : IPDA R. Sumantri 

Kasat Intelkam : AKP Haidirsyah 

Kasat Reskrim : IPTU Manggara Panjaitan, S.T.K., S.I.K 

Kasat Narkoba : IPTU Abdullah Efendi Siregar, S.Sos 

Kasat Binmas : AKP Resmawati, S.H 

Kasat Samapta : IPTU Abdul Rachman 

Kasat Lantas : AKP Rezki Parsinovandi, S.I.K 

Kasat Tahti : IPTU M. David, S.Pd 

Kasi Keu : IPDA Reffi Afriansyah, S.E 

Kasi Dokkes : AIPTU Tri Wibowo, Amd. Kep 

Kapolsek Metro Selatan : IPTU Iskandar 

Kapolsek Metro Barat : IPTU Amirul Hasan 

Kapolsek Metro Pusat : AKP Akhmad Pancarudin, S.H., M.M 

Kapolsek Metro Timur : AKP J.T.H. Sitompul, S.IP., M.H 

Kapolsek Metro Utara : AKP Adrianus Widanarto 

 

3. Visi Misi Polres Metro 

a. Visi Polres Metro 

“Terwujudnya Daerah Hukum Polres Metro Yang Aman dan Tertib”. 

 

b. Misi Polres Metro 

1) Melindungi. 

Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, 

guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan 
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segenap sumber daya Kota Metro yang terbatas dari gangguan 

kamtibmas. 

Melindungi diartikan sebagai tanggung jawab preventif dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Polres Metro dalam 

memperkuat Polri (sebuah induk) dalam melakukan pencegahan demi 

mewujudkan keamanan dan ketertiban. 

 

2) Mengayomi 

Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Kota 

Metro dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi 

masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerjasama 

untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas. 

Mengayomi diartikan sebagai tanggung jawab preventif bahwa 

pengelolaan sumber daya Polres Metro sebesar-besarnya untuk 

mewujudkan perlindungan pengayoman dan pelayanan dalam 

kehidupan masyarakat, dengan dukungan kesadaran oknum yang 

partisipatif. 

3) Melayani 

Membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

Kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar 

publik yang profesional dan berkeadilan. 

Melayani diartikan baik sebagai aparatur pengelola penegakan 

hukum yang berprinsip asas legalitas dalam memberikan rasa keadilan 

bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kepolisian. 
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Maka dengan misi ini Polres Metro berharap senantiasa 

memberikan perhatian penuh kepada seluruh stakeholder, mulai dari 

komunitas/pranata sosial masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha 

dan segenap sumber daya kehidupan yang ada. 

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab 

berlandaskan pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya 

sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai 

tambah jati diri Polri bagi kepentingan bersama.
59

 

 

B. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menilai Pengakuan Korban 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan dengan berbagai cara 

yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak 

diharapkan korban sehingga menimbulkan reaksi negatif. Saat ini pelecehan 

seksual termasuk dalam kejahatan yang cukup menarik perhatian masyarakat. 

Kejahatan pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa saja, 

akan tetapi juga tidak sedikit yang terjadi terhadap anak. Pada penelitian ini 

peneliti akan membahas pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menilai keterangan 

korban pelecehan seksual. 

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan 

berbagai kebebasan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang 
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berhubungan dengan kesejahteraan anak. Selanjutnya pandangan Undang-

Undang Perlindungan Anak dalam menilai keterangan korban pelecehan 

seksual dapat dilihat dari bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab negara, 

pemerintah, pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan anak. Dimana dalam Pasal 24 disebutkan bahwa negara, 

pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya 

dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan 

anak. Hal ini berkaitan dengan hak korban dalam keterangannya sebagai 

korban pelecehan seksual. 

Meskipun pengakuan anak korban pelecehan seksual merupakan hak 

asasi anak yang harus dihormati, akan tetapi dalam keterangannya tetap harus 

didampingi oleh lembaga yang berwenang ataupun juga oleh keluarganya. Hal 

ini sesuai dengan pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa 

perlu adanya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di 

sidang pengadilan.
60

 

Selain itu, sama halnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjelaskan terkait 

keterangan korban pelecehan seksual. Dalam ketentuan umum Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan 

bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana 
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Kekerasan Seksual. Kemudian saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang 

suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didengar sendiri, dilihat 

sendiri, dan dialami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan 

keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual meskipun tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri, dan tidak 

dialami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual. 

Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa keterangan Saksi dan/atau 

Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai 

dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa 

benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Hal ini berarti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memandang 

keterangan korban pelecehan seksual sudah termasuk dalam alat bukti yang sah 

dengan disertai minimal satu alat bukti lainnya dan perlu dipertimbangkan. 

Karena sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa saksi adalah 

orang yang dapat memberikan keterangan dengan apa yang didengar sendiri, 

dilihat sendiri, dan dialami sendiri.
61
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C. Upaya Polres Metro Dalam Menilai Keterangan Anak Korban Pelecehan 

Seksual. 

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Republik Indonesia terbagi 

atas Polda (Polisi Daerah) dan Polres (Polisi Resor). Dalam pembahasan ini 

peneliti akan menjabarkan upaya Polres Metro dalam menilai keterangan anak 

korban pelecehan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam 

berbagai macam bentuk mulai dari pencabulan dan persetubuhan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 25 berbunyi 

“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa 

terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim 

memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Peneliti melakukan wawancara 

pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Bapak Hendra Tariyus, S.H selaku Banit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro. Bapak 

Hendra Tariyus mengatakan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir 

polres metro menerima laporan 19 kasus pelecehan seksual yang terjadi. Dari 

19 kasus yang terdata, terdapat 15 kasus pelecehan seksual yang terjadi 

terhadap anak. Dimana tujuh kasus pada tahun 2021 dan delapan kasus pada 

tahun 2022. Korban dari pelecehan seksual tersebut tidak lain dan tidak bukan 
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adalah perempuan dan anak. Adapun data kasus pelecehan seksual yang terjadi 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Kasus Pelecehan Seksual Di Polres Kota Metro Tahun 

2021 

No. Tanggal Kasus Usia Korban Laporan Hasil 

1. 27-12-2020 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

15 Tahun Sidik 

2. 06-01-2021 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

18 Tahun P21 

3. 07-01-2021 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

- Henti Lidik 

4. 10-03-2021 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

11 Tahun P21 

5. 06-04-2021 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

15 Tahun P21-A 

6. 28-07-2021 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

14 Tahun Henti Lidik 

7. 15-09-2021 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

15 Tahun P21 

8. 08-11-2021 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

16 Tahun P21 

9. 11-11-2021 Perbuatan Cabul 3 Tahun Lidik 

 

Tabel 1.2 Data Kasus Pelecehan Seksual Di Polres Kota Metro Tahun 

2022 

No. Tanggal Kasus Usia Korban Laporan Hasil 

1. 29-03-2022 Perbuatan Cabul - Sidik 

2. 25-05-2022 Perbuatan Cabul 12 Tahun Lidik (A2) 

3. 11-06-2022 Perbuatan Cabul 15 Tahun Sidik 

4. 01-07-2022 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

6 Tahun Lidik (A2) 

5. 21-07-2022 Persetubuhan 17 Tahun Lidik (RJ) 

6. 24-07-2022 Persetubuhan 18 Tahun Lidik 

7. 17-09-2022 Persetubuhan 13 Tahun P21 

8. 29-09-2022 Persetubuhan dan 

Pencabulan 

16 Tahun Lidik 

9. 06-11-2022 Perbuatan Cabul 10 Tahun Lidik 

10. 07-11-2022 Persetubuhan atau 

perbuatan cabul 

16 Tahun Lidik 
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Upaya yang dilakukan oleh Polres Metro dalam menyelesaikan kasus 

pelecehan seksual tersebut yaitu dengan melakukan penyelidikan dan 

penyidikan hingga perkara dapat melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. 

Dimana tahap penyelidikan merupakan tahap yang dilakukan untuk 

mengetahui terkait benar atau tidaknya terjadi tindak pidana. Kemudian dalam 

tahap penyidikan merupakan tahap pembuktian. Adapun runtutan penyelesaian 

yang dilakukan oleh Polres Metro adalah: 

1. Tahap Penyelidikan 

a. Pemeriksaan saksi-saksi. 

b. Kumpulkan alat bukti. 

c. Periksa terlapor. 

d. Gelar perkara. 

2. Tahap Penyidikan 

a. Kembali pemeriksaan pelapor, korban, saksi-saksi dan terlapor. 

b. Penangkapan 

c. Penahanan 

d. Lengkapi berkas 

e. P21 (tahap pemberkasan selesai/lengkap) 

f. Setelah P21 limpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan 

Untuk Penyelesaian kasus pastinya pihak penyidik mengalami kendala 

atau hambatan, seperti penyelesaian kasus yang dialami oleh korban berusia  

11 tahun dengan perkara Perbuatan Cabul. Kejadian tersebut terjadi pada hari 

Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 WIB di kediaman pelapor. 
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Korban bercerita kepada ibu korban saat pulang sekolah kemudian duduk di 

ruang TV lalu datang pelaku masuk ke dalam rumah langsung memegang dan 

meremas anggota tubuh korban di payudara. Hambatan yang dialami saat 

menyelesaikan kasus tersebut yaitu kurangnya keterangan saksi yang melihat 

pada saat kejadian. Hal ini dikarenakan merasa terancam jiwa dan keluarganya 

terhadap apa yang disampaikan, baik ditingkat penyidikan sampai di 

Pengadilan. Oleh karena itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak 

mesti mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Seperti yang tertuang 

dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual disebutkan bahwa keterangan Saksi dan/atau Korban cukup 

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat 

bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi 

tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. keterangan atau 

pengakuan korban sudah termasuk bukti sah atau dalam arti lain korban 

merupakan saksi sah dalam terjadinya peristiwa kejahatan. Adapun lima alat 

bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHPidana yaitu: 

1. Keterangan Saksi 

2. Keterangan Ahli 

3. Surat-Surat (seperti hasil visum dan lain-lain) 

4. Petunjuk 

5. Keterangan Tersangka 

Hal ini berkaitan dengan penilaian Polres Metro terhadap keterangan 

anak korban pelecehan seksual. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak 
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Hendra Tariyus bahwa keterangan korban bukanlah alat bukti kuat atau hal 

yang bisa langsung dipercaya akan tetapi keterangan korban merupakan bukti 

petunjuk. Adanya bukti petunjuk dari keterangan anak korban tetap harus 

ditambah dengan alat bukti lain. Keterangan anak tidak bisa berdiri sendiri, 

harus adanya saksi lain ataupun bukti lain seperti surat-surat hasil visum dan 

lain sebagainya. Karena saksi yang masih di bawah umur perlu adanya 

pendampingan dari dinas sosial ataupun dari pihak keluarga dalam melakukan 

pemeriksaan. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan 

penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
62

 

Selain Bapak Hendra Tariyus peneliti juga melakukan wawancara oleh 

Ibu Qory Wulandari, S.H selaku BA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

(PPA) Satreskrim Polres Metro. Beliau juga meyebutkan upaya lain yang 

dilakukan Polres Metro adalah dengan cara bekerjasama dengan instansi 

terkait, seperti UPTD PPA Metro dengan melakukan sosialisasi hukum terkait 

kasus perempuan dan anak dengan tujuan mengedukasi masyarakat. Terdapat 

juga upaya yang dilakukan diluar peraturan yang berlaku, karena dalam upaya 

penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan penal 

dan non-penal. Upaya non-penal yang dapat dilakukan adalah seperti mediasi 

atau restorasi justice. Dimana mediasi atau restorasi justice adalah pertemuan 

antara kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan bersama yang tidak 

menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Adapun dasar hukum yang 
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 Wawancara dengan Bapak Hendra Tariyus, S.H yang merupakan BA Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 8 Mei 2023. 
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disebutkan oleh Ibu Qory Wulandari sebagai landasan Polres Metro dalam 

bertindak untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di 

masyarakat adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Menjadi Undang-Undang. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (SPPA). 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (TPKS). 

4. KUHPidana.
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 Wawancara dengan Ibu Qory Wulandasi, S.H yang merupakan BA Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Metro pada 5 Mei 2023. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penilaian Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual dalam menilai keterangan korban pelecehan 

seksual yaitu meskipun pengakuan anak korban pelecehan seksual 

merupakan hak asasi anak yang harus dihormati, akan tetapi dalam 

keterangannya tetap harus didampingi oleh lembaga yang berwenang 

ataupun juga oleh keluarganya. Perlu adanya pemberian perlindungan dan 

pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, 

penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

2. Upaya polres metro dalam menilai keterangan anak korban pelecehan 

seksual yaitu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Hendra Tariyus 

bahwa keterangan korban bukanlah alat bukti kuat atau hal yang bisa 

langsung dipercaya akan tetapi keterangan korban merupakan bukti 

petunjuk. Adanya bukti petunjuk dari keterangan anak korban tetap harus 

ditambah dengan alat bukti lain. Keterangan anak tidak bisa berdiri sendiri, 

harus adanya saksi lain ataupun bukti lain seperti surat-surat dan lain 

sebagainya. Karena saksi yang masih di bawah umur perlu adanya 

pendampingan dari dinas sosial ataupun dari pihak keluarga dalam 

melakukan pemeriksaan. 
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B. Saran 

Setelah memperhatikan hasil penelitian dengan judul ”Criminal Policy 

Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota (Studi Pada Implementasi Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Di Polres Kota Metro)”, Peneliti menemukan beberapa catatan ataupun 

saran kepada semua pihak, adapun saran yang diberikan peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Polres Metro dalam hal ini seharusnnya memberikan perhatian lebih 

terhadap anak korban pelecehan seksual, dikarenakan usianya yang masih 

dibawah umur sehingga perlunya pendampingan yang lebih dalam 

penyelesaian kasus yang terjadi. Karena dalam hal ini pastinya anak korban 

pelecehan merasa terancam jiwa dan keluarganya terhadap apa yang 

disampaikan, baik ditingkat penyidikan sampai di Pengadilan. Oleh karena 

itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak mesti mendapatkan 

perlindungan dan bantuan hukum. 

2. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam bergaul dan juga melindungi diri 

dari tindakan-tindakan kejahatan yang dapat membahayakan diri kita. 

Terkhusus orang tua harus lebih cekatan dalam melindungi dan 

mendampingi anak masing-masing yang masih dibawah umur yang rentan 

menjadi korban kejahatan. 
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